BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1891, 2017

KEMENHUB. ORTA. Perubahan Ketiga.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 117 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa,
perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan;

bahwa untuk mengubah ketentuan yang mengatur
Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, Kementerian Perhubungan telah mendapatkan
Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor
B/599/M.KT.01/2017 tanggal 20 November 2017 tentang
Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844), sebagaimana telah beberapa kali



Menetapkan

2017, No.1891

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM

189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1844), yang telah beberapa kali diubah

dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

a. Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1012); dan

b. Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 816);

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
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h.

Pasal 4

Kementerian Perhubungan terdiri atas:

o

oo a0

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
Direktorat Jenderal Perkeretaapian,;
Inspektorat Jenderal,

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;

Badan  Pengembangan Sumber Daya = Manusia

Perhubungan;

Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi
Perhubungan;

Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi
Perhubungan;

Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan
Perhubungan;

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan
Perhubungan;

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perhubungan;

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan; dan
Pusat Fasilitasi Kemitraan dan  Kelembagaan

Internasional.

2. Ketentuan huruf c, huruf e dan huruf g diubah sehingga

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

o

S I S

Biro Perencanaan;

Biro Kepegawaian dan Organisasi;

Biro Keuangan;

Biro Hukum;

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN;
Biro Umum; dan

Biro Komunikasi dan Informasi Publik.



2017, No.1891

3. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 47

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan,

pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan di

lingkungan Kementerian Perhubungan.

4. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan
rencana, pengelolaan administrasi, revisi
pelaksanaan/rencana, pemantauan, penelitian, evaluasi,
penilaian, dan penyusunan laporan pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan
Kementerian Perhubungan;

penyiapan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan
verifikasi  laporan = pertanggungjawaban  anggaran,
penyusunan laporan keuangan Kementerian
Perhubungan, analisa dan evaluasi laporan keuangan,
serta penyiapan pembinaan pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian
Perhubungan;

penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara,
penetapan pengelola anggaran, tindak lanjut tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan, serta
urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; dan
penyiapan pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara

Bukan Pajak.

5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:



